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BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan
kemandirian daerah untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat;

bahwa tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 34 Tahun 2016 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor, namun berdasarkan
hasil kajian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
teknis, tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di
Daerah sehingga dalam upaya meningkatkan kualitas
pelayanan pengujian kendaraan bermotor perlu
dilakukan penyesuaian kembali terhadap tarif Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor dengan tetap
memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek
keadilan, dan efektivitas pelayanan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, bahwa tarif
Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali, dilakukan dengan memperhatikan indeks
harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif
Pengujian Kendaraan Bermotor;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalann (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5363);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021
tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan  Peraturan Daerah  Kabupaten
Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 34
Tahun 2016 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 34);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 2);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 37 Tahun 2019
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun
2016 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019
Nomor 37);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja
Perangkat  Daerah (Berita ~ Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah
adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
Bupati adalah Bupati Pangandaran.



10.

11.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya,
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang
terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak
bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis
jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian
kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian
kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan,
dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis
dan laik jalan.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
Retribusi  Pengujian Kendaraan  Bermotor yang
selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian
kendaraan bermotor yang disediakan dan/atau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau Badan.

Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya
disebut JBB adalah berat maksimum rangkaian
Kendaraan  Bermotor berikut muatannya yang
diperbolehkan menurut rancangannya.



12. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang
dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan
Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang
dioperasikan di jalan.

13. Buku Uji Berakala adalah tanda lulus uji berkala
berbentuk buku atau yang dipersamakan berisi data
legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.

14. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala,
plat tanda uji lengkap dengan kawat dan segelnya yang
diisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji
kendaraan dan masa berlaku uji yang dipasang secara
permanen pada tempat tertentu dan/atau tanda nomor
kendaraan.

15. Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat
hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara
permanen dengan menggunakan cat dan/ atau striker
pada bagian samping kanan kiri badan kendaraan yang
diuji.

BAB II
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(1) Mengubah tarif Retribusi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 34
Tahun 2016 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor.

(2) Perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian.

Pasal 3

Perubahan struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan berdasarkan jenis
fasilitas, jenis kendaraan dan berat kendaraan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 37 Tahun 2019
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun
2016 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 37),
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 6 Maret 2023

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 30
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAAN BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BESARAN
NO JENIS TARIF KETERANGAN
(Rp)
1. Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor
a. Pengujian Berkala untuk Pertama Kali:
1) JBB 0 s/d 5.000 kg 80.000,00
2) JBB 5.001 s/d 8.000 kg 85.000,00
3) JBB 8.001 s/d 13.000 kg 90.000,00
4) JBB lebih dari 13.000 kg 95.000,00
b. Pengujian Berkala:
1) JBB 0 s/d 5.000 kg 35.000,00
2) JBB 5.001 s/d 8.000 kg 40.000,00
3) JBB 8.001 s/d 13.000 kg 45.000,00
4) JBB lebih dari 13.000 kg 50.000,00
2. Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-¢)
(Termasuk didalamnya Buku Uji, Tanda 25.000,00
Uji/Plat Uji, dan Tanda Samping)
3. [Pelayanan Persetujuan Teknis terhadap
Kendaraan Wajib Uji yang melakukan:
a. [Uji Berkala Pertama Kali 30.000,00
b. Mutasi Keluar Daerah:
1) JBB 0 s/d 5.000 kg 45.000,00
2) JBB 5.001 s/d 8.000 kg 50.000,00
3) JBB 8.001 s/d 13.000 kg 55.000,00
4) JBB lebih dari 13.000 kg 60.000,00
c. Numpang Uji Keluar Daerah:
1) JBB 0 s/d 5.000 kg
2) JBB 5.001 s/d 8.000 kg 75.0000,00
3) JBB 8.001 s/d 13.000 kg
4) JBB lebih dari 13.000 kg
4. [Pengganti Buku Uji yang hilang atau rusak] 150.000,00




BESARAN
NO JENIS TARIF KETERANGAN
(Rp)
5. [Penilaian Kondisi Teknis/Penghapusan:
a. Sepeda Motor 100.000,00
b. Mobil Penumpang 125.000,00
c. Mobil Barang 150.000,00
d. Mobil Bus 150.000,00

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA




